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ABSTRAKSI:

CATATAN

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor
193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan.

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No.
193 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 112 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana
teknis bidang pengelolaan kelautan, dengan batasan istilah dalam pengaturannya.
Unit Pelaksana Teknis bidang Pengelolaan Kelautan yang selanjutnya disebut UPT PK
adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional
di bidang pengelolaan kelautan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. BAB II
terdiri dari 2 pasal terkait kedudukan dan klasifikasi. BAB Il terdiri dari 5 pasal terkait
tugas, fungsi, dan susunan organisasi. BAB IV terdiri dari 3 pasal terkait jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana. BAB V terdiri dari 3 pasal terkait nama, wilayah
kerja, dan satuan pelayanan. BAB VI terdiri dari 8 pasal terkait tata kerja. BAB VII
terdiri dari 2 pasal terkait jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian. BAB VIII terdiri
dari 1 pasal terkait penataan organisasi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025
dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2025.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: pejabat dan pegawai pada unit
pelaksana teknis pengelolaan ruang laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan
Ruang Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Ruang Laut, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
ditetapkannya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan
Menteri ini; dan aset, anggaran, dan dokumen di bidang pengelolaan kelautan pada
unit pelaksana teknis pengelolaan ruang laut berdasarkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana
Teknis Pengelolaan Ruang Laut, dialihkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen UPT
PK.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
65/PERMEN-KP/2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Menteri ini.
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